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Abastrak 
Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat adat yang dilakukan oleh 
keluarga tertentu, nampaknya menjadi fenomena yang cukup menarik 
untuk dapat diperbincangkan dalam khasanah keilmuan dewasa ini. Anak 
merupakan amanat dari Tuhan yang maha kuasa, yang diberikan agar dapat 
dipelihara secara lahir dan bathin oleh keluarga. Seorang anak memang 
layak hidup dengan segala kebutuhan yang diusahakan oleh kedua orang 
tua kandung, karena memang sudah  menjadi tanggungjawabnya. Namun 
demikian, keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh 
beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya 
telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi 
selayak anak yang lain, yang masih mempunyai orang tua kandung. 
Keadaan seperti ini, dapat pula terjadi dengan  adanya kemungkinan karena 
kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi 
membiayai  hidup si anak. Beberapa sebab  lain dapat  pula terjadi, sehingga 
oleh  keluarga lain si anak kemudian diambil untuk dijadikan anak angkat. 
Pengangkatan anak oleh keluarga tertentu pada akhirnya mempunyai 
akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari. Keberadaan anak 
angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan emosional yang 
tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehungga, pada  
saatnya anak  angkat dapat diperhitungkan sebagai  orang yang berhak  
mendapatkan harta orang  tua angkat setelah meninggal. Inilah akibat yang 
dimaksud terjadi di kemudian hari. Di dalam hukum adat terdapat nilai-
nilai universal, dan corak-corak yang dimiliki sebagai lanadasan hukum, 
yang kesemuanya itu mencerminkan diri dari hukum adat itu sendiri 
termasuk hukum Adat Madura. corak-corak khas yang dimaksud adalah 
kebiasaan hidup tolong-menolong dan bantu-membantu. Kaidah-kaidah 
yang terdapat dalam hukum adat juga berdasarkan keadilan dan kebenaran 
yang hendak dituju, yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang 
dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam 
hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan. 
Kata Kunci, Anak Angkat, Harta Warisan, Hukum Adat Madura dan KHI 
24 
 
 
Volume 3, Nomor 1, Maret 2019 
Abstract 
The existence of adopted children in the midst of indigenous communities 
carried out by certain families, seems to be a phenomenon that is quite 
interesting to be discussed in the scientific realm of today. Children are a 
mandate from the almighty God, given so that they can be nurtured physically 
and mentally by the family. A child is indeed worth living with all the needs 
that are pursued by both biological parents, because it has become his 
responsibility. However, this situation often cannot be felt by some children 
who may be because one or both parents are gone. This possibility raises the 
living conditions of the child is no longer like other children, who still have 
biological parents. Circumstances like this, can also occur with the possibility 
because both biological parents are not able to fund the child's life 
economically. Some other causes can also occur, so that by another family the 
child is then taken to be adopted. The adoption of a child by a certain family 
ultimately has consequences that may occur later on. The existence of adopted 
children in the family allows a high emotional bond, which no longer 
separates from one another. Sehungga, in time the adopted child can be 
counted as someone who is entitled to the property of adoptive parents after 
death. This is the intended effect to occur later. In customary law there are 
universal values, and features possessed as a legal foundation, all of which 
reflect themselves from customary law itself including Javanese customary 
law. the typical patterns in question are the habits of life of help-help and 
help-help. The rules contained in customary law are also based on justice and 
the truth to be addressed, which must be the truth and justice that is reflected 
by the feelings of justice and truth that live in the conscience of the people or 
the community concerned. 
Keyword, Adopted Children, Inheritance, Madurese Customary Law and KHI. 
 
 
 
PENDAHULUAN 
Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua 
orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak 
merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan 
serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan 
dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat 
tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit 
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dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang 
keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. sehingga 
kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak. 
Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, 
pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab 
sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap 
orang tua sendiri. kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. 
yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan 
hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat 
hanya terbatas pada hubungan sosial saja.1 
Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur 
permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah 
hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan 
mengenai hukum Barat tidak kami sebutkan di sini, melainkan lebih 
dikonsentrasikan antara hukum Islam dan hukum Adat di Indonesia. 
Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; 
pertama, sebagai kontrol sosial dan  kedua, sebagai nilai baru dan proses 
perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai 
blue-print atau cetak biru Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus 
sebagai social engineering terhadap keberadaan suatu komunitas 
masyarakat. Sementara yang kedua, hukum lebih merupakan produk 
sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi 
terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, 
dalam konteks ini, hukum Islam dituntut akomodatif terhadap persoalan 
umat tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Sebab kalau tidak, besar 
kemungkinan hukum Islam akan mengalami kemandulan fungsi, atau 
meminjam istilah Abdurrahman Wahid, fosiliasi, bagi kepentingan umat. 
Karena itu apabila para pemikir hukum tidak memiliki kesanggupan atau 
                                                          
1 Soeroso R, Perbandingan Hukum Perdata, cet. ke-4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 176. 
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keberanian untuk mereformulasi dan mengantisipasi setiap persoalan yang 
muncul dalam masyarakat dan mencari penyelesaian hukumnya, maka 
hukum Islam akan kehilangan aktualitasnya. Sehingga kemudian, sebagai 
realisasi dari semua itu dipandang perlu untuk diadakan pembaharuan 
Hukum Islam seperti telah diwujudkan dalam bentuk Kompilasi Hukum 
Islam atau dikenal KHI.  
KHI Sesuai Inpres no. 1 Tahun 1991 sebagaimana termaktub dalam 
dictumnya adalah perintah kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan 
Kompilasi Hukum Islam.2 Tujuannya ialah untuk digunakan oleh Instansi 
pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. 
Sementara itu, hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum 
nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang 
tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan 
menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat.3 Di dalam hukum adat 
terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai 
masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak. 
Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan 
sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.4 Anak angkat dalam 
hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, 
yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam 
hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya 
pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak 
angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris. 
Hal ini diterangkan dalam firman Allah SWT.  
                                                          
2 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, Kritik atas Hukum Islam di 
Indonesia, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 165. 
3 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Gunung 
Agung, 1995), hlm. 64-65 
4 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 
12. 
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Akan tetapi, berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, 
bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang 
berbeda-beda, sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang 
hidup serta berkembang di dalam masyarakat yang bersangkutan.  
Kenyataan tersebut dapat dilihat antara lain dalam KHI disebutkan 
bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk 
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung 
jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan 
Pengadilan. Pengangkatan anak yang dimaksud bertujuan untuk menolong 
atau sekedar meringankan beban hidup bagi orang tua kandung. Sedang, 
pengangkatan anak juga sering dilakukan dengan tujuan untuk meneruskan 
keturunan bilamana dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. 
Ada pula yang bertujuan sebagai pancingan seperti di Jawa khususnya. 
Menurut istilah adat tersebut, dengan mengangkat anak, keluarga tersebut 
akan dikaruniai anak kandung sendiri. Disamping itu ada yang disebabkan 
oleh rasa belas kasihan terhadap anak yang menjadi yatim piatu atau 
disebabkan oleh keadaan orang tuanya yang tidak mampu untuk memberi 
nafkah. Keadaan demikian, kemudian berlanjut pada permasalahan 
mengenai pemeliharaan harta kekayaan (harta warisan) baik dari orang tua 
angkat maupun orang tua asal (kandung). Sedang cara untuk meneruskan 
pemeliharaan harta kekayaan inipun dapat dilakukan melalui berbagai jalur 
sesuai dengan tujuan semula. 
Hal-hal tersebut di atas, membuat penyusun ingin melihat lebih jauh 
makna filosofis yang terkandung dari adanya pengangkatan anak yang 
karena keberadaannya, baik hukum Adat Madura maupun KHI memberikan 
hak kepada anak angkat untuk mendapatkan harta dari orang tua angkat.  
 
 
 
28 
 
 
Volume 3, Nomor 1, Maret 2019 
PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Hukum 
Adat Madura 
1. Hukum Adat Madura 
Berbicara mengenai hukum adat, tentunya kita tidak akan 
berpaling dari apa yang dikemukakan oleh Snouck Horgronje. 
Istilah hukum adat semula diperkenalkan olehnya dengan 
sebutan “adatrech” (adat-adat), yang mempunyai sanksi-sanksi 
hukum, berlainan dengan kebiasaan-kebiasaan atau pendirian-
pendirian yang tidak membayangkan arti hukum.5 
Hingga pada tahun 1889 ia pergi ke Indonesia, dan dalam 
tahun 1889-1891 ia melakukan perjalanan di pulau Jawa 
kemudian mengumpulkan bahan-bahan tentang pendidikan 
agama Islam dan juga berhubungan dengan hukum adat. 
Namun demikian, Soediman Kartohadiprodjo 
mengatakan bahwa Van Vollenhoven-lah yang memakai kata 
tersebut secara sadar dan mempertahankannya sebagai istilah 
yang setepat-tepatnya untuk kaidah-kaidah yang dimaksudkan, 
karena kaidah-kaidah ini sungguhpun tidak diberi bentuk 
undang-undang dan peraturan-peraturan tertulis lainnya, tetap 
merupakan hukum.6 
Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum 
Nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang 
berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat 
                                                          
5 Soekanto, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar untuk Mempelajari 
Hukum Adat. Disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 1996), hlm. 42. 
6 Soediman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum Indonesia, cet. ke-5, (Jakarta: PT. 
Pembangunan, t.t), hlm. 131. 
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Sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup 
bermasyarakat.7 
Di Indonesia terdapat berbagai daerah hukum adat yang 
membedakannya di antara daerah-daerah hukum adat yang 
ada. Seperti  telah diketahui, Van  Vollenhoven dalam bukunya 
Het Adatrecht van Nederlands Indie membagi hukum adat 
dalam 19 wilayah hukum (rechtskringen).8 Perbedaan  hukum 
adat di antara wilayah hukum tersebut timbul  dari kebiasaan 
yang berlaku di kalangan  masyarakat tertentu yang  kemudian 
menjadi aturan  dengan sanksi menurut kesepakatan bersama.    
Dalam keterangan selanjutnya dijelaskan, bahwa dengan 
dibaginya wilayah berlakunya hukum adat di Indonesia dalam 
beberapa lingkungan hukum tersebut, yang menunjukan  
adanya perbedaan antara hukum adat di lingkungan hukum 
satu dengan lainnya, janganlah lalu dikira dalam  sesuatu 
lingkungan hukum (Gajo-Alas dan Batak) misalnya, terdapat 
suatu  kesatuan hukum, artinya bahwa dalam bagian satu di 
dalam lingkungan hukum itu hukumnya dalam segala hal sama 
dengan di bagian lain.  
Dalam suatu lingkungan hukum masih didapatkan pula 
perbedaan. Akan tetapi perbedaan itu tidak menghilangkan 
pokok yang sama. Demikian halnya dalam lingkungan hukum 
Adat Madura.  
Jawa sebagai daerah hukum adat yang menjadi obyek 
pembahasan dalam penelitian ini, kebiasaan-kebiasaan yang 
ada dan dilakukan dalam masyarakat adalah merupakan 
sebuah kepentingan bersama sebagai bentuk pranata hukum 
                                                          
7 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: PT. Gunung 
Agung, 1995), hlm. 64-65 
8  Sudiman Kartohadiprojo, Pengantar., hlm. 132-133. 
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secara sosial. Bentuk Pranata hukum dalam masyarakat ini 
pada akhirnya dikenal dengan adat atau hukum adat.  
Hukum adat yang berlaku di daerah  tertentu dipengaruhi 
oleh sikap hidup dalam masyarakat sendiri (yang 
bersangkutan),9  “Adat”, baik  sebagai hukum  adat maupun 
sebagai adat-istiadat hanya dapat dipahami dengan menyelami 
kehidupan,  menyelidiki asal mulanya serta  mempelajari 
caranya  orang menerangkan. Sedang sumber hukum adat 
Indonesia yang penting sekali adalah masyarakat itu  sendiri. 
oleh karena itu, untuk memahami hukum adat di Jawa, maka 
perlu lebih dulu mengetahui  bagaimana keberadaan 
masyarakatnya. 
Masyarakat Jawa dalam Kehidupan Sosial dan Budaya 
Sebelum mengenal bagaimana keberadaan hidup orang 
Jawa, perlu diketahui pula daerah asal orang Jawa yaitu Pulau 
Jawa. Pulau Jawa merupakan daerah yang subur secara 
geografis.10 Maksudnya bahwa Pulau Jawa merupakan daerah 
gunung berapi yang memiliki sejumlah besar gunung berapi, 
baik yang masih bekerja maupun yang tidak. Sederet bukit-
bukit kapur yang pada umumnya berbentuk rata terdapat di 
sana,  dan dari lereng-lereng gunung dan bukit mengalir sungai-
sungai yang membawa  batu-batu muntahan gunung-gunung 
berapi ke limbah-limbah yang luas di tepi sungai-sungai yang 
besar. Lembah-lembah yang terdiri dari tanah pasir dan batu 
kerikil halus itu mengandung kesuburan yang tinggi untuk 
pertanian, dengan suatu kapasitas kandungan air yang tinggi 
pula. Karena itu Pulau Jawa di kenal dengan kesuburan 
                                                          
9  Soekanto, Meninjau Hukum., hlm. 62. 
10 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa Seri Etnografi Indonesia, cet. ke-2, (Jakarta: 
Balai Pustaka, 1994). 2-3. 
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tanahnya yang menghasilkan. Namun kesuburan tanah Pulau 
Jawa juga banyak dipengaruhi oleh iklimnya.  
Keberadaan hidup orang Jawa, tak luput dari kehidupan 
sosial dan budaya orang Jawa yang memiliki corak baginya. 
Sedang kehidupan sosial dan budaya orang Jawa sendiri 
dilatarbelakangi oleh sisa-sisa  kebiasaan-kebiasaan hidup pada 
zaman sebelumnya. Pengaruh dari sisa-sisa kebiasaan-
kebiasaan hidup yang demikian menjadi ciri khas atau warna 
tersendiri bagi  kehidupan sosial dan budaya orang Jawa.  
Pengaruh tersebut dapat  dimulai dari zaman  berdirinya 
negara-negara Hindu-Jawa. Dalam kerajaan-kerajan agraris di 
Jawa maupun di banyak kerajaan kuno di Asia Tenggara, 
berkembang konsep khusus mengenai sifat raja. Dasarnya 
adalah kesadaran orang akan  hubungan yang dekat antara 
susunan alam semesta dengan kerajaan manusia. Pandangan 
mengenai susunan antara alam semesta pada orang Jawa 
zaman dahulu diambil alih oleh agama hindu, yang menganggap  
bahwa alam semesta merupakan benua berbentuk lingkaran 
yang dikelilingi oleh beberapa samudera  dengan pulau-pulau 
besar yang ada di empat penjuru yang  juga merupakan tempat 
tinggal keempat penjaganya yang keramat. Konsep raja sebagai 
penjelmaan dewa memungkinkan  bahwa seorang raja dalam 
suatu kerajaan kuno dapat memantapkan pemerintahan 
kerajaannya atas dasar keyakinan keagamaan rakyatnya. 
Menyusul kemudian munculnya negara-negara Islam di 
Pulau Jawa, juga ikut mempengaruhi dan merubah warna 
kehidupan hingga kini. Meskipun terkadang masih terlihat 
adanya corak-corak tertentu yang tetap mencirikhaskan dalam 
aspek-aspek kehidupannya. Seperti pada penyelenggaraan 
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aktivitas sosial-budaya yang menyangkut upacara selamatan 
orang Jawa masih dapat mengharapkan bantuan dan perhatian 
dari para warga luasnya; tetapi dalam kehidupan ekonominya 
ia berdiri sendiri. 
Sosialisasi dan Enkulturasi Keluarga Inti 
Setelah mengenal sekilas tentang kehidupan sosial dan budaya 
masyarakat Jawa, berikut akan kami coba paparkan dari apa 
yang dikemukakan Koentjaraningrat, mengenai kehidupan 
sosial masyarakat Jawa terutama dalam membina keluarga 
dengan tata aturan menurut hukum adat yang berlaku. 
a. Rumah tangga dan keluarga inti 
Dalam perjalanan kehidupan manusia senan tiasa 
berputar dan beralih peran. Pada saatnya seseorang yang telah 
menginjak usia dewasa, antara pria dan wanita akan menikah 
untuk membina rumah tangga. Namun sebelumnya seorang 
remaja pria yang mulai tertarik dengan seorang teman wanita, 
ia akan datang ke rumahnya. Sedang seorang pria tidak lazim 
mengajak berkencan dengan seorang gadis dan mengadakan 
perjanjian untuk pergi bersama-sama, karena adat seperti itu 
dianggap pamalih. 
b. Keinginan orang Jawa untuk mempunyai anak 
Dalam keluarga orang desa maupun keluarga orang kota, 
mempunyai anak adalah sesuatu hal yang sangat didambakan.11 
Alasan yang terutama dalam hal ini adalah alasan emosional. 
Orang Jawa menganggap bahwa anak itu memberikan suasana 
hangat (anget) dalam keluarga, dan suasana hangat itu juga 
menyebabkan keadaan damai dan tenteram dalam hati. 
Suasana yang menyenangkan akan tercipta dengan sendirinya. 
                                                          
11 Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa., hlm. 99. 
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Suatu sebab lain mengapa orang Jawa senang mempunyai 
anak adalah karena adanya anggapan bahwa anak merupakan 
jaminan bagi hari tua mereka, tetapi mungkin juga karena 
orang Jawa merasa lebih yakin akan dirinya apabila ada banyak 
orang di sekelilingnya yang dapat membantunya atau 
meringanka segala sesuatu untuk melaksanakan banyak hal. 
2. Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Adat Madura 
Di atas telah disinggung bahwa orang Jawa umumnya 
menyukai anak. Oleh karena itu keluarga yang tidak dikaruniai 
anak sering kali mengangkat anak dari kalangan keluarganya 
sendiri, yakni biasanya seorang kemenakan, baik dari seorang 
suami atau seorang isteri.  
Dalam masyarakat hukum adat dikenal pengangkatan 
anak oleh suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri. 
Dalam pada itu, pengertian anak angkatpun dapat berbeda. 
Berikut akan kita lihat bagaimana pengangkatan anak yang 
terjadi dalam masyarakat Jawa menurut sistem hukum adatnya. 
Pengertian anak angkat 
Anak angkat dalam pengertian hukum adat dapat kita 
ambil dari berbagai pendapat para Sarjana hukum adat, antara 
lain: 
Iman Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat sketsa Asas, 
tertulis bahwa pengangkatan anak yang terdapat di seluruh 
Nusantara, ialah perbuatan memungut/ mengangkat anak dari 
luar ke dalam kerabat, sehingga terjalin suatu ikatan sosial yang 
sama dengan ikatan kewangsaan biologis.12 
Hilman Hadi Kusuma, mengartikan anak angkat sebagai 
anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua 
                                                          
12 Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, cet. ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 102. 
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angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, 
dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan atau 
pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.13 
Motivasi dan tujuan pengangkatan anak 
Pengangkatan anak yang sering dilakukan dalam 
masyarakat adat mempunyai motivasi dan tujuan yang berbeda. 
Hal ini selain dipengaruhi oleh keinginan dari masing-masing 
individu atau pasangan hidup, juga bergantung pada sistem 
hukum adat yang berlaku di daerah tertentu. Sedang sistem 
hukum adat tersebut tidak akan terlepas dari efektifitas sosial 
serta jiwa kemasyarakatan yang bersangkutan. Seperti halnya 
yang terjadi dalam masyarakat Jawa, pengangkatan anak inipun 
dilakukan atas dorongan atau motivasi tertentu serta 
didasarkan pada tujuan tersendiri. 
3. Hukum Kewarisan Adat Madura 
Hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang 
menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun 
immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan 
kepada keturunannya serta yang sekaligus juga  mangatuar 
saat, cara dan proses peralihannya. Ada beberapa pendapat 
yang merumuskan hal tersebut, yaitu: 
Menurut Sopeomo hukum adat waris itu:14 memuat 
peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta 
mengoperkan  barang-barang harta benda dan barang-barang 
yang tidak berwujud benda (Immateririele goederen) dari suatu 
angkatan manusia (“generatie) kepada  turunannya. Proses ini 
telah mulai dalam waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut  
                                                          
13 Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Adat, (Bandung: tnp, 1977). Atau R. 
Soeroso, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 175. 
14 Soepomo, Bab-bab., hlm. 84. 
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tidak menjadi “akuut” oleh sebab orang tua meninggal dunia. 
Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa 
yang penting bagi proses itu, akan tetapi  sesungguhnya tidak 
mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan 
harta benda dan harta bukan benda tersebut. 
Ter Haar kemudian merumuskan mengenai hukum waris 
adat itu, sebagai berikut: “Hukum adat waris meliputi 
peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan proses 
yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan 
tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil, dan 
immateriil dari suatu generasi berikutnya”.15 
Wirjono Prodjodikoro dalam hal ini memberi pengertian, 
bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah 
pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan 
seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada 
orang lain yang masih hidup.16 
Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh 
prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang 
bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal 
murni, patrilineal beralih-alih (“alternerend”), matrilineal 
ataupun bilateral (walaupun sukar ditegakkan di mana 
berlakunya di Indonesia, ada pula prinsip unilateral berganda 
atau “dublle-unilateral”). Prinsip-prinsip garis keturunan 
terutama   berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun 
bagian harta peninggalan yang diwariskan,  yaitu baik yang 
materiel maupun immateriel. 
                                                          
15 Ter Haar, Beginselen en stelsel van het adat recht, (ttp: tnp, tt), hlm. 197. atau 
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas., hlm. 161. 
16 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Warisan di Indonesia, (Bandung: Van Hoeve, t.t), 8. 
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Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu 
sistem kewarisan individual, Kolektif dan mayorat. Sistem 
kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana 
para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-
masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri. Sedang sistem 
kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli 
waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta 
peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada 
masing-masing ahli waris.  
Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem 
kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta 
peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-
laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris 
meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki 
merupakan ahli waris tunggal. Sedang mayorat perempuan, 
yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris 
meninggal, adalah ahli waris tunggal.17 
Soepomo menjelaskan, bahwa hukum kewarisan adat  
bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran 
komunal dan konkret dari bangsa Indonesia. Sifat komunal itu 
tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta 
peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau 
sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli 
waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi 
secara individual. Adapun sistem individual dalam sistem 
hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta 
                                                          
17 Soerjono Soekanto dan Soleman b. Taneko, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: CV. 
Rajawali, 1981), hlm. 285-286. 
37 
 
 
Abdul Munib, Kedudukan Anak Angkat … 
peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual 
di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat 
parental, termasuk di Jawa.18 
4. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan 
Sebelum melihat secara pasti kedudukan anak angkat 
terhadap harta warisan di dalam hukum Adat Madura 
khususnya, dapat dikemukakan di sini hubungan  kekeluargaan 
yang terjadi, yaitu : 
a. Hubungan kekeluargaan antara bapak angkat dengan 
anak angkat itu adalah sebagaimana hubungan 
kekeluargaan antara orang tua dengan anak kandung. 
b. Demikian pula kewajiban bapak ibu angkat terhadap 
anak angkat adalah memelihara dan mendidik mereka 
sampai dewasa, sehingga tercipta hubungan dalam rumah 
tangga yang pada akhirnya menimbulkan hak dan 
kewajiban serta konsekwensi terhadap harta benda 
dalam rumah tangga tersebut19. 
c. Di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, 
pengakuan/pengangkatan anak hanyalah memasukkan 
anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga yang 
mengangkatnya, tetapi tidak memutuskan pertalian 
keluarga antara anak dengan orang tuanya sendiri. Anak 
angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai 
anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan 
maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya20. 
Di atas telah dikemukakan bahwa di Jawa, pengangkatan 
anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang 
                                                          
18 Azhar Basyir, Hukum Waris., hlm. 122. 
19 Ibid., hlm. 104. 
20 Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, Problematika., hlm. 164 
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diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk 
kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, 
sebagai anggota rumah tangganya (gezinslid), akan tetapi ia 
tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk 
meneruskan turunan bapak angkatnya.21  
Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa 
biasanya anak keponakannya sendiri (neefjesof nichtjes-
adoptie), lelaki atau perempuan. Keterangan tersebut 
menjelaskan, jika kemudian terdapat hubungan hak dan wajib 
dengan orang tua angkat, hak anak angkat hanya memperoleh 
nafkah hidup dari harta peninggalan.  
Iman Sudiyat menegaskan bahwa, di lapangan hukum 
waris anak angkat tetap mempunyai pretensi atas harta 
kekayaan orang tua kandungnya. Atas harta kekayaan orang tua 
angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin 
tidak atas harta warisan (barang-barang asal) yang harus 
kembali kepada kerabat suami sendiri atau kerabat isteri 
sendiri (justru karena pengangkatan anak di sini bukan urusan 
kerabat dan karena perbuatannya tidak dibuat terang).22 
Mengenai hak mewaris anak angkat terhadap waris orang 
tuanya sendiri, hal ini  sejalan dengan prinsip di Jawa, bahwa 
pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua 
kandungnya tidak terputus. Sehingga anak angkat tetap tinggal 
waris orang tua kandung.23 
Adapun hak perolehan harta kekayaan atau peninggalan 
dari orang tua angkat seperti tersebut di atas, oleh anak angkat 
di sini nampaknya belum begitu jelas. Bagaimana pun juga 
                                                          
21 R. Soepomo,  Bab-bab., hlm. 104.  
22 Iman Sudiyat., hlm.104. 
23 Soepomo, Bab-bab., hlm. 106. 
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tentunya dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan 
memeliharanya hingga dewasa, sudah barang tentu akan timbul 
dan berkembang hubungan dalam rumah tangga antara bapak 
dan ibu angkat di satu pihak, serta anak angkat di lain pihak. 
Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua 
belah pihak, yang mempunyai konsekwensi terhadap harta 
benda dalam rumah tanggga tersebut. Maka untuk lebih dapat 
diketahui secara jelas, berikut akan kami berikan contoh kasus 
mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan 
orang tua angkat di beberapa daerah, yaitu: 
Pengangkatan anak yang dilakukan sejak si anak masih 
kecil bahkan masih bayi, yang berlaku di Salatiga Jawa Tengah 
menjadikan anak tersebut sebagai waris penuh dari orang tua 
angkatnya. Demikian, hingga di Jawa pada umumnya anak 
angkat itu ngangsu sumur loro artinya mempunyai dua sumber 
warisan. Karena di samping ia mendapat warisan dari orang tua 
kandung, ia juga mendapat warisan dari orang tua angkatnya. 
Keputusan Pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 (T.148 
hal. 307) dijelaskan bahwa anak angkat masih mewarisi orang 
tua kandungnya dan kerabatnya sendiri. Hanya di dalam 
pewarisan terhadap orang tua angkat, jika anak kandung masih 
ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak 
anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak 
angkatnyatidak mendapat bagian yang wajar/ mungkin tersisih 
sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan hukum 
Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu 
memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia 
wafat dengan cara penunjukan atau hibah/ wasiat. 
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Meskipun anak angkat berhak mewaris dari orang tua 
angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung. 
Sebagaimana di daerah Bojonegoro,24 perkara Surijah lawan 
Kartomejo Karijo; MA No.37 K/Sip/1959-tgl. 18-3-1959 (Adat, 
h. 93-97), diputuskan bahwa: Menurut hukum adat yang berlaku 
di Jawa Tengah, anak  angkat hanya diperkenankan mewarisi 
harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang 
pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya. 
 
B. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Hukum 
Kompilasi Hukm Islam 
1. Kompilasi Hukm Islam 
Secara etimologis, “kompilasi” berarti kumpulan/himpunan 
yang tersusun secara teratur. Term Kompilasi diambil dari 
compilation (Inggris) atau compilatie (Belanda) yang diambil dari kata 
compilare, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti  
mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan di 
mana-mana. Istilah ini kemudian  dipergunakan dalam bahasa  
Indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung. 25 Dalam kamus 
Webster’s Word University, kompilasi (compile) didefinisikan: 
“mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk teratur, 
seperti dalam bentuk sebuah buku, mengumpulkan berbagai macam 
data”.26 
Kamus New Standard yang disusun oleh Funk dan Wagnalls, 
mengartikan: 
                                                          
24 Achmad Samsudin, dkk, Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum  Adat (II), cet. ke-1, 
(Bandung: Alumni, 1983), hlm. 27. 
25 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindo, 
1992), hlm. 11. 
26 Lewis Mulfored Adms dkk, (ed.), Webster’s Word University Dictionary, 
(Washington DC: Publisher Company Inc., 1965), hlm. 213. atau Marzuki Wahid dan Rumadi, 
Fiqh Madzhab Negara, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.142. 
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a. Suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan untuk 
membuat sebuah buku, tabel, statistik atau yang lain dan 
mengumpulkannya seteratur mungkin setelah sebelumnya 
bahan-bahan tersebut diseleksi. 
b. Sesuatu yang dikumpulkan seperti buku yang tersusun dari 
bahan-bahan yang diambil dari sumber buku-buku. 
c. Menghimpun atau proses penghimpunan.27 
2. Hukum Kewarisan KHI 
Disebutkan sebelumnya bahwa dalam materi hukum KHI hanya 
terbagi dalam tiga bidang, yaitu; Hukum Perkawinan, Hukum 
Kewarisan, dan Hukum Perwakafan. Berkaitan dengan pembahasan 
dalam penelitian ini, maka dapat kami jelaskan selanjutnya mengenai 
hukum kewarisan KHI. 
Pada hukum kewarisan pertama diatur dalam ketentuan umum 
adalah ketentuan yang berlaku sejalan dengan hukum yang berlaku 
bagi pewaris yaitu beragama Islam dan karenanya masalah harta 
warisannya harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum-
hukum Islam. 
Dalam pasal 171 huruf a KHI, hukum kewarisan diartikan 
sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan 
harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.  
Kewarisan berfungsi menggantikan kedudukan si meninggal 
dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Biasanya 
penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak 
memberikan bantuan pelayanan, pertimbangan dalam 
mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan 
tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya seperti suami isteri. 
                                                          
27 Abdurrahman., hlm. 12. atau Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh., hlm.143.  
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Kepercayaan terhadap harta peninggalan itu juga dipercayakan 
kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama 
baiknya serta selalu mendoakan sesudah ia meninggal seperti anak-
anak keturunannya. Di samping itu juga harta peninggalannya 
dipercayakan kepada orang yang telah banyak melimpahkan kasih 
sayang, menafkahinya, mendidik dan mendewasakannya, seperti 
orang tua dan leluhurnya. Mereka semua mempunyai hak dan dapat 
mewarisi karena mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Pasal 
174 jo. 171 huruf c Kompilasi secara terbatas menyebutkan hanya 
dua sebab adanya hak warisan antara pewaris dan ahli waris yaitu 
karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. 
Sedang sebelumnya dalam pasal 173 diatur tentang 
terhalangnya seseorang untuk menjadi ahli waris yang pada dasarnya 
hanya berupa melakukan kejahatan terhadap pewaris. Kemudian 
mengenai anak angkat yang juga diharapkan sesuai dengan ketentuan  
hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan 
tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta orang tua 
angkatnya melalui prosedur lain. 
a. Pewaris 
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang 
dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengdilan beragama 
Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (pasal 171 
huruf b Kompilasi). Atas dasar ijbari, maka pewaris menjelang 
meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta 
yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara 
pemindahan hak, karena semuanya telah ditentukan secara pasti 
dalam al-Qur’an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas harta 
hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk 
wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal 
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penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga 
tidak terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah 
ditentukan oleh Allah SWT. 
b. Harta warisan 
Menurut pasal 171 huruf e KHI, disebutkan bahwa harta 
warisan adalah harta bawaan ditambah bagian-bagian dari harta 
bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit 
sampai meningglnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), pembayaran 
utang dan pemberian untuk kerabat. Dalam pengertian pasal di atas 
dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang 
ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang 
menjadi miliknya maupun hak-haknya (pasal 171 huruf d Kompilasi). 
Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa 
yang berada pada seseorang yang meninggal saat kematiannya, 
sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan 
dimiliki oleh waris, yang telah terlepas dari tersangkutnya segala 
macam hak orang lain di dalamnya.  
Keberadaan Pasal 171 huruf e KHI telah menghapuskan 
keraguan dalam kalangan Islam mengenai kedudukan harta bersama 
dalam perkawinan, sesuai dengan acuan hukum yang selama ini 
disepakati dalam hukum perkawinan Undang Undang Nomor 1 Tahun 
1974. Menurut Pasal 85 KHI: Adanya harta bersama dalam 
perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik 
masing – masing suami atau isteri. 
c. Ahli waris 
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia 
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan 
pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 
menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi). Dalam batasan 
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pengertian ahli waris tesebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak 
menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau 
hubungan perkawinan dengan pewaris. 
d. Pembagian warisan 
Pembagian warisan dalam hukum Islam menganut beberapa 
asas kewarisan, antara lain:28 
1) Asas Ijbari 
2) Asas Bilateral 
3) Asas Individual  
4) Asas keadilan berimbang 
5) Asas kewarisan akibat kematian 
6) Asas personalitas ke-Islaman 
3. Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Warisan dalam 
KHI 
a. Anak angkat dalam KHI 
Pada pembahasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa 
pembentukan KHI didasarkan melalui berbagai cara yang di 
antaranya adalah seminar. Merujuk kepadanya, Tim Pengkajian 
Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional dalam 
seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah 
mengusulkan pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan 
Rancangan Undang-undang tentang anak angkat yang dipandang dari 
sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah : 
a. Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi 
(pengangkatan anak) bahkan membenarkan dan menganjurkan 
demi untuk kesejahteraan anak dan kebahagiaan orang tua. 
b. Perlu diadakanya peraturan perundang-undangan  tentang 
pengangkatan anak yang memadahi. 
                                                          
28 Supriatna, “Hukum Kewarisan”  makalah dalam kuliah Fiqih Mawaris, hlm. 7-9. 
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c. Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan 
anak dengan meniadakan istilah-istilah lain. 
d. Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak 
yang diangkat dengan orang tua kandungnya. 
e. Hubungan kekayaan/ kebendaan antara anak yang di angkat 
dan orang yang mengangakat dianjurkan agar dalam hubungan 
hibah dan wasiat. 
f. Pengangakatan anak yang terdapat dalam hukum adat 
hendaknya diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum 
Islam. 
g. Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan 
pembatasan yang lebih ketat. 
h. Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang 
yang berlainan agama. 
 
KESIMPULAN 
Melalui pembahasan-pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab 
sebelumnya, baik mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta 
warisan dalam hukum Adat Madura maupun KHI, juga mengenai hakikat 
pemberian harta tersebut, maka selanjutnya dapat penyusun kemukakan 
beberapa kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang ada 
dalam penelitian ini, yaitu: 
Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum Adat 
Madura dan KHI. Hukum Adat Madura maupun KHI memberikan hak 
perolehan harta warisan bagi anak angkat atas harta warisan orang tua 
kandung.  
Menurut hukum Adat Madura, selain mendapatkan harta dari orang 
kandung, anak angkat juga berhak atas harta warisan dari orang tua angkat 
dengan bagian tertentu/ dalam jumlah tertentu, yaitu tidak boleh melebihi 
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bagian anak kandung. Selain itu, ketentuan lain menjelaskan bahwa anak 
angkat berhak atas harta gono-gini dari orang tua angkat.  
KHI tidak mengakui adanya kedudukan anak angkat terhadap harta 
warisan dari orang tua angkat. Artinya anak angkat tidak berhak atas harta 
warisan orang tua angkat. Akan tetapi, dalam pasal 209 KHI menjelaskan 
bahwa  keberadaan anak angkat mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-
banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Hakikat pemberian 
harta terhadap anak angkat antara lain: 
a. Bahwa Kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat didasarkan 
pada keadilan dan kebenaran yang hendak dituju, yang wajib 
merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan 
keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat atau 
masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pemberian harta 
terhadap anak angkat dalam hukum Adat Madura memiliki maksud dan 
alasan yang sebenarnya, yaitu: 
 Kebersamaan dan persetujuan, alasan ini mengatakan bahwa 
keadilan dianggap ada bila dilakukan dengan terbuka atau secara 
bersama dan atas kerelaan hati dari masing-masing pihak dalam 
menyelesaikan sesuatu. Hal ini telah terwujud pada saat 
pemberian harta terhadap anak angkat dilakukan semasa hidup. 
 Tolong-menolong, bahwa pemberian harta terhadap anak angkat 
adalah atas dasar tolong-menolong kepada si anak, sehingga 
keadilan dapat ditegakkan. 
 Keyakinan masyarakat Adat Madura, bahwa kenyataan tentang 
anak angkat berhak atas harta warisan dari orang tua kandung 
dan orang tua angkat adalah merupakan keadilan yang diyakini 
dengan kebenaran. 
b. Di dalam hukum Islam terdapat asas keadilan dan keseimbangan. 
Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya 
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dengan keadilanlah ada jaminan stabilitas hidup manusia. Asas keadilan 
dan keseimbangan, mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat 
keseimbangan antara hak dan kewajiban; antara hak yang diperoleh 
seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya, maka disinilah 
nilai-nilai kemanusiaan termasuk di dalamnya. Sehingga, pasal 209 KHI  
yang menyebutkan bahwa anak angkat berhak atas wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/.3 dari harta warisan orang tua angkat, 
selanjutnya diartikan bahwa kata sebanyak-banyaknya dalam pasal 209 
KHI tersebut tidaklah cenderung menetapkan bagian sepertiga pada 
perolehan dengan wasiat. Akan tetapi, sepertiga ini dapat berkurang 
bila kepentingan ahli waris menghendaki dan dapat pula lebih bila ahli 
waris menyetujuinya. Sedang bila antara ahli waris tidak 
menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai pada batas 
sepertiga harta warisan. Hal ini tentu saja berdasarkan asas 
keseimbangan, yaitu melihat dari apa yang di lakukan atas hak dan 
kewajiban seorang anak angkat terhadap orang tua angkat. 
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